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ABSTRAK 

Tiara Shifa Salsabilla, 2023: Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Sekstorsi 

Menurut KUHP Pasal 368 Tentang Pemerasan Dihubungkan Dengan Pasal 45B 

Jo Pasal 29 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-

undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.   

 

Penulis mengambil judul penelitian ini dilatarbelakangi dengan data laporan 

kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KGBO) pada Catatan Tahunan Komnas 

Perempuan 2020. Sebanyak 940 kasus terkait kekerasan terhadap perempuan 

berbasis siber, 389 diantaranya merupakan ancaman penyebaran konten bermuatan 

pornografi (sekstorsi) Penulis ingin mengkaji bagaimana pertanggungjawaban 

pelaku sekstorsi sesuai hukum positif di Indonesia, sebab penegakan hukum positif 

di Indonesia masih luput dengan beberapa aspek dikarenakan belum adanya payung 

hukum yang memadai pemidanaan sekstorsi yang tak hanya berfokus pada 

pemerasan, namun juga pada muatan pornografi dan media yang digunakan pelaku 

memeras korban adalah dunia siber.  

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

pertanggungjawaban pelaku sekstorsi dan pengaturan hukum terhadap pemidaan 

pelaku sesuai dengan hukum positif di Indonesia. 

 Kerangka pemikiran yang menjadi latar belakang dalam penelitian ini 

adalah Teori Pertanggungjawaban Pidana, Teori Perlindungan Korban, dan Teori 

Penegakan Hukum yang dihubungkan dengan Pasal 368 KUHP dan Pasal 45B Jo 

Pasal 29 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang ITE. 

 Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode deskriptif analitis. 

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis viormative. Data-data 

yang dikumpulkan meliputi CATAHU Komnas Perempuan Tahun 2020, dan 

Putusan Hakim. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, 

wawancara dan studi kepustakaan. Sumber dan jenis data dari penelitian ini terdiri 

dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 

 Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pelaku 

pidana sekstorsi dapat dijerat dengan Pasal 368 KUHP tentang pemerasan 

sebagaimana yang telah didakwakan dalam Putusan No.217/Pid.B/2018/PN.Bna, 

namun pasal ini hanya menitikberatkan tentang pemerasan yang dilakukan pelaku. 

Pelaku dapat dijerat dengan pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang 

Pornografi sebagaimana yang didakwakan pada Putusan 51/Pid.Sus/2018/PN.Tgr, 

namun pada pasal ini hanya menitikberatkan tentang muatan pornografi 

disebarluaskan. Pelaku dapat dijerat dengan pasal 45B jo Pasal 29 UU ITE tentang 

ancaman kekerasan sebagaimana yang telah didakwakan pada Putusan 

424/Pid.Sus/2020/Pn.Jmb. Pelaku seharusnya dijerat dengan Pasal 14 ayat (2) 

Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan sesksual 

karena telah terang berbagai unsur sekstorsi telah terpenuhi dan terwujudnya tujuan 

pemidanaan baik prevention, deterrence, dan reformation. 
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